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PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA INDUSTRI KREATIF
KARAWO MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Latar Belakang

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan salah satu pilar-pilar
impian masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II.
ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi
: ‘;c‘ zn hhun ‘015 Dmgan MEA 2015 maka diharapkan ASEAN akan

produk31 (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing, (3) pertumbuhan ekonom1
yang merata, dan (4) meningkatkan kemampuan untek borinfegmet dengae
perekonomian global. Sesuai dengan pilar utama MEA ini, akan tcrupwl pasar
tunggal di wilayah ASEAN. Pasar tunggal ini akan munculkan aliran perdagangan
‘::':"g, iasa, modal dan investasi secara bebas. Indonesia sebagal anggota
ASEAN yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak ini akan sangat
berpotensi menjadi pasar yang kuat untuk perdagangan barang dan jasa yang
dihasilkan oleh Negara-negara di ASEAN.

Industri Kreatif Karawo memainkan peran yang penting di dalam
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pariwisata di Gorontalo seiring dengan
Zemish memdindul vang semakin meningkat. Adanya persaingan yang semakin
Kciai bt:[)dgd.l aklbai dari adanya pasar tunggal masyarakat Ekonomi ASEAN ini
akan sangat dimungkinkan berdampak pada kelangsungan hldup industri kreatif
Karawo terscbut, karena akan banyak produk-produk impor veng akom
membanyjiri pasar dalam negeri ini. Industri kreatif adalah rumah usaiia pwaux
barang atau Juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena

copluing ckonami ini dipusatkan di rumah. Tndustri adalah suatu usaha atau
uw-amn ansOldnaﬂ bahan meniah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi

barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil
industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam hentuk jass

Dengan diberlakukanya MEA membawa dampak positif dan dampuk
negatif kepada industri kreatif Karawo di Gorontalo. Dampak positif yang muncul
agininh sarak i Gorontalo dapat menjual barang-barang hasil produksi Karawo
ke ncgaia di ASEAN dengau mudah, namun dampak negatifnya akan banyak
produk-produk yang masuk ke Gorontalo sehingga menjadikan persaingan
menjadi lebih ketat.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan
perangkat hukum yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
akan permnm pertindungan ekspresi budaya tradisional termasuk di dalamnya
adalali Karawo. Sebagai suaiu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung
secara turun temurun, maka Hak Cipta atas Karawo ini akan dipegang oleh
negara. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menjelaskan bahwa foiikdore
adalah sekumpulan ciptaan tradisional, balk yang dxbuat uicu m:mmp« ® maupllﬂ




berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun
temurun termasuk hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran,
pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun
tradisional.
Industri kreatif Karawo adalah bagian dari budaya tradisional bangsa
Indonesia. Maka industri kreatif Karawo tradisional lebih tepat digolongkan
bukan sebagai karya cipta biasa, namun sebagai bentuk dari Ekspresi Budaya
Tradisional (Traditional Cultural Expressions/Expressions of Foikivre).
Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa
musuizh dolam serlindungan karya cipta Karawo adalah belum adanya sistem
periindungan yang icpat untuk melindungi karya cipta Karawo tradisional dan
pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta
pribadi.
Di sinilah faktor hukum memainkan peran yang penting agar pemanfaatan
warisan budaya ini tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak asing yang tidak
herwenang. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti siapa
yang verhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek
perlindungannya, bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan
benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana cksistensi Karawo khususnya industri kreatif Karawo
Gorontalo sebagai warisan budaya bangsa ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap industri kreatif Karawo?

3. Apakah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah
memadai dalam memberikan perlindungan atas industri kreatif Karawo
sebagai warisan budaya bangsa?

Pujuannya vnituk mengetahui dan menganalisis eksistensi industri kreatif
Raiawo Goronialo sebagai warisan budaya bangsa serta mengetahui Undang-
Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan
atas industri kreatif Karawo sebagai warisan budaya bangsa.

Manfaatnya agar para pelaku Indusiri Kreatif dapai mengetahui  hak-hak
(perlindungan hukum) yang dapat dipakai atau dimanfaatkan oleh pencipta atau
pelaku terhadap keberadaan suatu karya cipta pada Industri Kreatif Karawo.

I

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suustu gambaran dari funggi
hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadiiau, keicriiban,
kepastian, kemanfaatan, kedamaian, dan ketentraman bagi scgala kepentingan




manusia yang ada di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah
perlindungan hukum terhadap hak cipta, yang merupakan bagian dari hak atas
kekavaan iniclektual. Pengembangan hak atas kekayaan intelektual terwujud
dalam bentuk kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada
nengakuan terhadap hak atas kekayaan mtelektual dan hak untuk atau dalam

tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lam hanya a4p<u menikmaii aiau
menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena ity,
perlindungan dan pengakuan hak atas kekayaan intelektual hanya diberikan
khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, sehingga sering tdikatakan
bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.'

dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayda.n tadn ucnga.u aiian. Fada
saatnya nanti, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana
»ong mwinungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan
perikuinya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta
uniik mengungkapkan jenis, bentuk atau produk, dan cara kerja atau proses, serta
manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya
jaminan perlindungan hukum. Scbahknya, masyarakat dapat ikut menikmati dan
menggunakannya atas dasar izin atau bahkan mengembangkannya secara lehih
lanjut.?

Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

ngan vang berlzku. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan
bagi pemcgangnya, schingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak
tersebut tanpa izin pemegangnya. Pengertian mengenai masalah hak cipta sendiri
sebenarnya sudah diungkap dalam beberapa dokirin yang silakukan olch para
pakar dan juga beberapa peraturan terdahulu maupun yang sckarang masib
digunakan. Pada awalnya, istilah “hak cipta” diusulkan oleh Prof. St. Mch. Syah
scbagai penggantl istilah “hak pengarang” yang kurang luas cakupan
pengertiannya.

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan
hasil kreasi atau hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra,
dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggiis,
yaitu copyright, yang padanannya dalam Bahasa Belanda adalah autewrrecht. 1lak
cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual pada awalnya dikenal pada
negara-negara yang menganut sistem common law, yang dipakai untuk

! Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis,
gJakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), him. 6.

“ Ibid 6-7

3 Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Forklor di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Iimu,
2010), him. 67.




menggambarkan hak penggandaan dan/atau perbanyakan suatu karya cipta
(copyright).*

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta,
yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut,
Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatdsan-pembdtdsan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.’

Alasan S. M. Stewart cukup mewakili mengapa hak cipta harus dilindungi

dan dihargai:

1. Alasan Keadilan (The Principle of Nature Justice)
Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspres!
kepribadiannya. Sebaiknya, dia mampu memutuskan apakah dan
bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau
perusakan karya intelektualnya. Pengarang, seperti pekerjaan lainnya yang
diberi upah berupa royalti atas usahanya.

2. Alasan Ekonomi (The Economic Argument)
Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat sustu kreasi,
seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, semua pekerjaan
secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga
prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal.
investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi atau untung.

3. Alasan Budaya (The Cultural Argument)
Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional. Oleh karena itu,
dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan pubiik sebagai suaiu
kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.

4. Alasan Sosial (The Social Argument)
Penycbaran karya-karya terhadap sejumlah orang membentuk hubungan (mata
rantai) antara kclompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga
menciptakan perpaduan sosial. Pencipta dalam hal ini memberikan pelavanun
sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat discbarkan k¢ muasyarakai
luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap
kemajuan sosial.’

Industri Kreatif

Studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen
Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007-pun menggunakan acuan definisi
industri kreatif yang sama, sehingga industri kreatif di Indonesia dapat
didefinisikan sebagai Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas,

* Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global,
Cetakan I, (Riau: UIR Press, 2001), him. 20.

° Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 1

® Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights,
dan Collecting Society, (Bandung: PT. Alumni, 2008), him. 55.
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